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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR {4 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIE BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimbang

hMengingnar

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

g 58

WALIKOTA METRO,

bahwa setiap Negara berhak mendapat pendidiltan yang
berrmit dan berkeadilan schagaimana dianar dalam Undang-
undang Tasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa untuk melaksanalzan ketentuan Perdluran Metiteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tabun 2021 lenlang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah  Ilasar, Sckolah  Menenpah  Perlama,  Sekolah
Menengnh Atas dan Sckolah Menengah  Eejuruan, perin
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penernimasn Peserla
Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sckolah Dasar dan
Selkolah Menengah Pertama;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 lentang Pembenlukan
Kabupaten Dati 1l Way Kanan, Kabupaten Dati [T Lampung
Tirmur, Kotamadya Dati 11 Mefro (Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor <6, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomaor 3825);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tfentang  Sistem
Pendidikan Masional (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 2003 Nomor T8, Tambahan Lembaran Negarsa Hepubilik
ndonesia Nomor 4301];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah
dinlvah  dengan Undang-Undang Nemor 15 Tahan 2019
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor
183, Tambahan Lembaran Negarn Repuhlilk Indonesia Namaor
6398);
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Menetaploan

_'LII

Q.

L,

E_

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lemburan Negara Republik Indomesian Tghun 2014
Nomaor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebapaimana telzh beberapa kali diubah teralkhirc
dengan Undung-Undang Nomor 9 ‘Tahun 2015 [lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tamhbahan
Lembaran Megara Republik Thdonesia Nomor 3679),

Peraturan emedntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan {Tembaran Negara Fepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomnor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan 'emerintah Nomaor 57
Tahun 2021 [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
HM121 Neomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor G676},

Perataran  Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidilkan (Lembaran Negara Eepublik Indenesia
Tahun 208 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan  lemerintah  Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelnlann dun  Penvelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 23, Tambahan
Letnbaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5105
gebagaimana  telah  diubah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor Gf Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3157);

Peratuiran Pemornntah Nemor 12 Tahun 2017 tentang
Pemhinaan dan Pengawasan Uenyelenggaraan Pemerintaban
Naerah {Leinbaran Negara BEepublik Indonesia Tahun 2017
Momor 73, Tambahan Lombaran Negara Nomor GO 1)

Peraturan Menteri Pendidilkan dan Kebudavaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Prasar dan
Menengah (Berita Nepgara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9535);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor |
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Daru pada
Taman Kanalk-kanak, Sckolah Dasar, Sckolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sckolah BMenengah
Kejuruan (Berifa Negara Bepublbk Indonesia Tabun 2021
Monmnr 15491,

MEMUTUSKAN :

FERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN HKANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
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BAB 1
HETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dialarm Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

l.
2

1

=]

L1

12

13,

14,

13,

16,

NMaerah adalah kota Metro.

Pemerintah Dacrah  adalah Waliketa  sebagal  unsur penyelenggara
Pemerintah Dacrah vang memimpin pelaksanaan urusan Pemerinlaban
yang menjadi kewenangan dacrab olonom,

Walikota adalah Wialiliota Melro.

Dinas lendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebul Dinas adalah
Dinas Pendidikan dan Kelbidayaan Kota Metro.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sclnjuinya discbul Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Melro.

Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Taman Kanale-lkanalk, Kepala Sekolah
Diasar dan Kepala Sckolah Menengah Pertama

Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro,

Taman Kanak-kanal, yang sclanjuinya disingkat TK, adalah salah satu
hentuk satuan pendidilean anak usia dini pada jalur pendidilan formal yvang
menvelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (cmpat) tabiun
sarmpai dengan 6 [enam| tahun.

Sekolah Tasar yang selonjutnyva disingkal S0 adalah salah satu bentuls

sutuan pendidikan formal yang menvelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

. Sekolah Menengah lcrtama yang selanjuinya disingkat SMP adalab satu

hentul sotusn pendidikan formal vang menyelenggarakan  pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan darvi 50, ML, atau
bentuk lain vang sederajat atau lanjulan dari hasil belajar vang diikutl same
atan serara S0 atau ML

. Penerima Paserta Didilk Baru wvang selanjulnya disingleat PPDE, adalahb

penerima peserta didils baru pada TE, 3T dan SMP.

liazah adalah surat permyataan resmi dan sah yvang menerangkan bahwea
pemegangnya felab lulus dari sekolah,

Nara Pokok Pendidilem vang sclanjulnya disingkal Dapodik adalah suatu
sistem  pendataan  wvang  dikelola oleh  Kementerign  Pendidikan  dan
Rebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidilc
dan tenaga kependidiknn, dian  substans  pendidikan  yang  datanya
bersumber dari satuan pendidiksm yang terus menerus diperbahami secara
anline,

Seleksi adalah melanisme pelaksangan penerimaan peserta didik scsuad
dengan kebutuhan dan persyaratan yunyg telah ditetapkan.

Orang uaSwall calon peserta didik/ siswa adalabh sesecrang vang karena
kedudukannyva menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon poscrta
didlik/ siswa.

Nava tampung adalabh juimnlah malesimal peserta didik vang diterima Sekolah
sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah,

.Rombongan Belajor adalah kelompok peserta didik vang terdaftar pada

satuan kelas dalam satu Sclkolah.
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BAB II
TATA CARA FPPDE
Bagian Kesatu
Tujuan Penerimaan Peserta Didik
Pasal 2
(1] eratursn Walikets ind bertujuan:
1. Menjadi pedoman bagt kepala Sekolsh dalam mmelaksanalian PPFDB; dan
b Mendorong peningleatun akses hvanun pendidikan,
€] PFDE dilalkulan secaras
A, objektif;
b, Lransparan;
. akuntlabel.

(3} PPDB sebagaimana dimaksud pada avatl (2] dilakukan lanpa diskriminas
kecitall bagi sekolah yang secara khusus dirancang uniilk melayani pessrta
didike dar kelompols gender atau agama teriendu.

Bagian Kedus
Persyaratan
Pasal 3

Calon peserta didik baro TK haros memenabn persyarsalan usi
a. 'aling rcndah 4 (cmpat] tabun dan paling tinged 3 (lima) tahun untwelk
lzelompols A; dan

b, Mling rendah 5 (lima) tahun dan paling tingel & (cnam) tahun untul
lrelompol B.

Fasal 4

iLy Calon pescrta didik baru kelas 1 {satu|SD0 harus memcenuhi persyaratan
L sla:
a. 7 [tujuh] tahun; atau

k. Paling rendah & [enam]| fahun pada tanggal 1.7uli tahun herjalan.

(2] Tralam pelaksanaan PPDE, SD mempriorilaskan peneritmaan calon peseria
didik baru kelas | [salu) S0 owvang berusia T (tujul) tahun.

3] Persvaralan wsia paling rendab sebsgaumana dinsdosud  pada avat 1)
bBurul b dapal dikecualikan menjadi paling rendah 5 [lima) tahun 8 [enam)
bulan pada taneggal | Juli wmbhun berjalan bagl calon peserta didik yang
memiliki:

. Kecerdasan dan/atau bakat istimews; dan

b Kesiapan psikis,

14 Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atan bakal istimewsa dan
kesiapan psikds schagaimana dimaksud pada avat (3) dibuktikan dengan
rikomendasi tertulis dard psikolog profesional.

(31 Dalam hal psilmolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak
tersedia, rekomendasi dapar dilakukan oleh dewan guril sekolah vang
bersangkutan.



jdih.metrokota.go.id

Pazal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 [tojub] SMP harus memenuhi persyaralan:

d. Boerusia paling linggi 15 (lima belas) fahun pada tanggal 1 Juli tahun
berpalan; dan

b,  Telah menyvelesaikan kelas 6 [genam] S0 atau bentuk lain yang sederajar.

Pasal 6

Persvarilan usia sebagaimana dimalksid dalam Pasal 3, Pasal 4 avar (1], dan
Pasal 5 huraf a dilnaktikan dengan;
a. Alda kelnhiran; atau

b.  Burat keterangan lahir vang dikeluarkan olch pihak vang bersenang dan
dilegalisir oleh lurah atao pejabat setempat bin vang berwenang sesusl
dengan dommisili calon pescrta didik,

Pagzal T

Porsvaratan scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurat b harus dibuktilkean
dengan:

a,  ijazah; atau
b dokumen lain vang menvalakan keluhisan,

Pasal &

(1) Persvaratan calon peserta didik harm hatk Warga Negara Tndonesia aran
warga Negara asing unfuk kelas 7 {tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di
luar negeri selaim memenithi persyara@an sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &, wajih mendapatkan sural rebkomendasi @zin helajar.

(2] Permohgnan siral rekomendasi izin Delajar sebagaimana dimaksud pada
avat {1) disampaikan kepada divektur jenderal vang membidangi pendidikan
anak usia dini, pendidilcan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon
peserta didik bar SMP

{3] Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
avat {2], pescrta didik warga Negara asing wajib mengikuti matrikalasi
pendidikan  Bahasa Indonesin  paling singkat 6 {enam) bulan vang
diselenggarakan aleh Sekalah vang bersangkutan.

(4] Dalam hal sckolah vang ncnerima pescrta didile wargn negara asing fidale
melaksanakan kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayar (2] dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis,

Fasal 9

Calon peserta didile penvandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat
usia sehagoimana dimalisud dalam Pasal 3, Pasal 1 dan Pasal 5.

Bagian Ketipa
Jalnr Pendaftaran PPDB
Paragraf 1
Umum
Fagal 10

Pendaftaran PPDT dilaksanakan melalui jalure sebagai berikul:
A. Zonasi;
b. afirmasi;
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3

(1)

i I

L

Ry

14

perpindahan fugas orang fua fwali; danfatau
prestasi,

Pasal 11

Jalur zonasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 aval hurul &, terdiri
atas:

a. jalur zonasi ST paling sedikit 80% |[delapan pulubh persen) dari dava
tnmpming sekolah;

b. jalur zonasi SMP paling sedikit 5(0% {lima puluh persen] dari daya
rampming sekalah.

Jalur afirmasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling
secdildt 15%4 (lima helas persen) dari dava tampung Sekolah,

Jalur perpindahan tugas orang fua/wali sebagaimana dimaksud dalam
Iagal 11 huruf ¢, paling banyak 5% {lima persen| dari daya tampung
selonlah.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelakeanaan aval (1], aval (2], dan
avat (3), SBekolah dapat menamhbah laota jalur prestasi sebagaimana
dimalsud Pasal 10 hurf d.

Pasal 12

Jalar prestast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hural d tidak Dberlaku
untul jalur pendaftaran calon peserta didilk ham pada TE dan kelas 1 [satu) S0,

(1

(2

(1}

2]

3]
[

Paszal 13
Evtentuan mengenai jalur pendaftaran P08 sebagaimana dimalesud dalam
Pasal 11 dileecnalikon untuks:
d.  Satunn Pendidikon Kera Samea;
b, Sclolah Indenesia di luar negeri;
t.  Schkolah vang menyelengsarakan pendidikan khusus;
d. Sckolah yang menyelenpesrakan pendidilean layanan khusus,
e, Sekolah berasnams;

Pengecunlian ketentuan jalur pendafraran PPIIB hagi Sekolah sehagaimana
ditnaksud pada ayat (1] hurof o, horof ¢, hurof d, dan horst e ditetapkan
oleh Dhinas.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 14
Jalur zonasi schagaimans dimaksod dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan

Mgl peserta didils yang berdomisili di dalam wilayah zonasi vang ditetaploan
lPemerintah Dacrah.

Domisili  cslon  peserta didik sehagaimana dimaksud  pada aval (1)
berdasurkan alamat pada kartu kelurga yang diterhitkan paling singkal 1
fsail] hun sebelum tingeal pendaftaran.

Eartu keluarga tidak dapat dipanl dengan surnst keterangan domisili.
Selolah memprioritaskan peserta didik vang memiliki lkeartu keluarga.
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(1]
(2]

(3]

(2]

]

(H

5]

(3]

i

1]

Pazal 15

Culon peserla didik TKE dan SD haova dapal memilibh 1ojsatu) jalur
pendaltaran PPDE dalam 1 {satu] wilayah sonasi.

Calon peserla didik SMP dapal memihh 2 (dua) pilihan sekolah pada wilayah
ZOTAS]L

Belain melakukan pendallaran FPDB melalul jalur sondasi scsuad dengan
domisil dulam wilayah sonasi vang lelah ditelapkon, calon peserta didik
dapal melakukan pendafiaran PPDB melalwi:

a, Jalur atirmasi; atan

b, Jalur prestasi

Diluar wilayah  zonasi  domisili peserta didik sepanjang  memenwahs
persvaralan,

Pasal 16

Penetapan wilayah zonaai dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan  kewenangannya, dengan  prinsip  mendeloakan
domisili peserta didik dengan Sekolah.

Penetapan wilavah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) harus

memperbatikan;

1. sebarun scloolah;

B, data sebaran domisili calon pescrta didik; dan

c. kapasitas dava lampung sekolabh yang disesudikan dengsan ketersedissmn
jurnlah anak usia pada sctiap jenjang di seloolah tersebut.

Pemerintah Daerah sesual dengan  kewenangannya  memastikan scroos
wilayah admunisiras mwasuk dalam penetapan wikiyah zonassi sesoal dengan
jenjang pendidilean.

Ninps memastikan semua Sekolah elah menerima pescerta didike dalam
wilayah wonasi yang (elah dilelaplkan.

Penetapan wilavah zonasi pada setiap jenjang sebagaitmana dirmnalisud pada
avat (1) wajib divmumkan paling lama 1 [satu) bulan sebelum pengumurman
secara terbulka pendafiaran FPDE.

Dalam  menetapkan  wilavab  zonast  pada setlap jenjong scbhoagahnona
dimaksud pada avatl (1), Pemerintah Daerah melibatlean  musyawarah atan
zelompok lkerja Kepala Sekaolah,

Hagi  SBelkalah  vang  herada  didaerah  perbatasan provinsi  atau
kalupaten/kola, penelapan wilayvah zonasi pada setiap jenjang schagaimana
dimaksud pada ayat [1] dapat dilakukan berdasarkan kerja sdamd antuar
Pemerintah Thaerah,

Penetapan wilayah =onasi sebagamana dimaksud pada avat (1) wajib
dilaporkan kepada Menteri melalul unit pelalesana teknis kementerian yang
membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
paling lama 1 {satu] hulan sejak langegal ditelapkan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Fasal 17
PPIYE melalai jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam 1*asal 10 horuf b
diperuntukkan bagi calonpeserla didik baru
#, berasal dard leeluarga ekonomi tidak mampu; dan

b. penvandang disabilitas.
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(21

(3]

(1]

121

[3)

(1)

()

(3l

(L

e

Feseria didik yvang melalui jalur afirmasi memipakan peseria didik vang
boerdmmnisil di dalam dan di luar wilavah gonast sckolah vang bersanglulan,
Dalam  hal calon peserta didik vang mendalar meladul jalur afiemeasi
relampani jurmlab kuota jalur alirmasi yvang ditetapkan pemeriniah daerah
sotempat, maka penentuan peserla didike dilaliukan dengan mempriornlaskan
jaralt tompat tingeal calon peserta didik vang termdleloan seloalah.

Pasal 18

Peseria didik baru vang berasal dari keluarga lidak mampu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 aval (1) hural a wajih menvertakan .

A. bukti keikuilseriaan peseria didik dalam program penanganan keliarga
tidalk rnampu dari Pemerintah Pusat atau Permerintah Traerah; dan

I, sural pernvataan dari orang oa/wali peserta didik vang menyvalaloan
bersedia diproses secara hukum  jika terbukl  memalsukan  bukti
keikulseriaan dalam program penanganan lkkeluargd tdak mampua.

Dalam hal terdapatl dugaan pemaksiian bkt keikuiseriaan peseria didik
dalam program penanganan keluarga lidak mampn sebagaimeana dimaksad
pada ayat | 1] hurual &, sekolah bersama Pemmerintah Daerdah wagib melakokan
verifikasi dafa dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuad
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan.

Pemalsuan buktl keiliutsertasn peserta didik dalam progrion penanganan
keluarga Lidak mampul sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dikenakan
aankal sesual dengan kelentuan peraluran perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalor Perpindahan Tugas Orang Tua,/Wali
Pasal 19

Perpindahan Lugas orangiud,/ wall sebagaimans dirnaksud dabian Pasal 11
hurul ¢ dibuktikan dengan surat penugasan dari;

a. insransi;

b. lembaga;

. kantor; atan

d. perusahaan yang mempekerjakan,

Dalam hal terdapal sisa kuola jalur perpindabian lusas orangloua S wali, muales
sisa lonta dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah
tempat arang ra/ wal berolgas.

Penentuan peserta didik dalam  jahir perpindahan orang (o wali i
prioritaskan pada jarak empal tinggal calon peserla didik vang terdekat
dengan sekolah,

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 20

PP melalui jalur prestasi schagaimanda dimalksoud dalam Pasal 10 hurat d
ditentulan berdasarlon:

a, bidang Akadernils berdusarkan REuaport yang dilampirkan dengan surat
keterangan peringkal milal rapor peserta didik dari sckelah di Kota Metro,
sebanyak maksimal 10 peserla didik di scHap satuan Pendidilen
dan fatau;
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2]

3]

(1

5]

(6]

(1}

(3)

[1]

(2]

i

1, hasil perlombaan dan/ atan penghargaan di bidang non-akademik pada
tingkal internasional, tingkat nasional, ringkar provinsi, dan/ atan tinglkat
kola.

Raport sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hurut a menggunakan nilai

rapt pada 5 (lima) semester rerakhir untuk mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matemalika dan TPA,

Nilai Faport di Kota Metro diamhbil sebanyvak 62 siswa dari rekapitulasi
peringkat rerbaik vang diretapkan oleh Kepala Tinas.

Bulti atas prestasi sebagaimang dimaksad pada ayat (1) hurof b diterbitlkan
paling singlat & {enam) bulan dan paling lama 3 (figa] tahun sebelim
tanggal pendafttaran PFDAL

Sehagnimana dimaksud pada ayat (4], verifikasi dilakukan oleh tim NDinas
vang ditnnjuk Kepala Dinas.

Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dikenai
sanlsi sesual dengan ketentuan persturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan PPDBE
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB
Fasal 21

Pelaksuanaan PPDE dimulal dan tahap:
d. lengumuoman pendaftaran penermaan calon peserta didik barm;
b, pendaftaron;
e selelesi sesuad dengan jadur pendaftaran,;
d., penpumuman penctapan pescrta didik barw; dan
e, dallar ulang.
Dalam tahapan pelaksanaan PPDT sebagaimeana dimalosud pada weat (1):
a. Sekolah yang diselenpgarakan oleh masyarakat vang telah mencrima

haniuan operasional sekolah dilarang memungut biava,
b, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah dilsreng:

1. Melakukan pungutin dandaran sumbangan yang rerkait dengan

pelaksanaan PFPDE maupun perpindaban peserta didils;dan
2. Melakulkan pungutan untul membeli seragam atau bukun tertenta
yang dikaitkan dengan PPFDB.

Pelangasaran kKeltentuan larangan sebagamann donalesud  pada avat (2]
fikenakan sanks sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Parapraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 22

Pengumuman  pendaftaran penecimaan calon peserta didik baoo
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 aval (1} hurul a dilakulkan dilakuolom
secara terbulka,

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserla didik baru dilakeuksn
aleh Pemerintah Daserah uniuk:

. Batuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah; dan
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. Satuan Pendidikan vang diselenggarakan oleh masyarakat yvang menerima
dana BOS.

Penpumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik dilakesanaloan

paling lanbat minggu perbana bulan Med,

Pengumuman pendaftaran penenmasn calon peserla didik baru paling

sedildt imemuoat informeas schagai benkul:

a, persvaratan calon peserta didik sesuail dengan jenjangnys;

b, tangeal pendaftaron;

. jalur pendaftaran yang terdinn dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur
porpindahan tugas orangtua Swall, dan fatiau jalur prestass;

. jumlah daya lwnping vang lersedia pada TE, SD dan SMFP sesaal
dengan data Rombongan Telajar dalam Tapodik yang ditetapkan oleh
Eepala Dinas;dan

po Lnges] penclapan pengumuinan hasil proses seleksi PPDE.

Pengumuman pendaftaran penerimasan calon peserta didile baro dissmpailoan

melalul papan pengumuiman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 23

Pendaftaran PPDE sebapadmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1] huml b
dilalesanalan dengan menggunalian melsEnisme;

4. pada T mengginakan mekanisme aar jaringan (laring);

h. untuk 50 dan SMP menggunakan melanisme dalam jaringan {daring)
dengan  mengunggah  dokumen  vang dibutuhkan  sesual  dengan
persyaralan ke laman pendaltaran PPODE vang telah dilentukann.

Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan [daring] sebagaimana dimalosad
frada aval {1] menjadi tanggung jawah Pemerintah Dagrah,

Paragraf 4
Seleksi
Paszal 24

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon
peserta didik barm kelas 1 [satu] 3D mempertimbangkan kriterin dengan
urutan prioritas sehagal berilout:

a. Llsia sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayvaf [1]; dan

b Jarak rempat tinggal terdelst ke sekolah dalam wilayah =onasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Thaerah,

Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayar (1] sama,
maka penentuan peserta didik didasarlean pada jarak tempat ringgal calon
poscrta didike vang terdeliat dengan selzolali.

Seleksi calon peserta didik baru kelas | (saiu] 3T tidak boleh dilakukan
herdasarkan tes membaca, menulis, dan/arau herhifung.

Seleksi jalur zonasi untuk calon pescrta didik baro kelas 7 [fujuh] SMP
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
dalam wilavah zonasi yang diretapkan.
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Jilea jarale tempat tinggal calon peserta didik dengan selolah sebagaimana
dimmaksud pada avat [1] sama, malo sclelesi untuk pemenuhan kuota/daya
tampurng lerakhir menggunalean  usia pescria didik vang lebih lua
erdasarkan altn kelahiran atau sural kelersangan lahir,

SBeleksi jalur afinnasi berdasarkan kesesuaian petsyaralan administrast, dan
apabila melebihi kuota, meaka diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon
peserta didik vang terdekat dengan sckolah,

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wab berdasarkan kesesuaian
kelengkapan administrasi, dan apabila melebibn kuola, maka  seleksi
dilalukan herdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah,

Selelesi jalur prestasi akadenilk berdasarkan perangkingan releapitulasi nilai
rapor yang ditctapkan oleh Kepala Dinas,

Sclekesi jalur prestasi lomba non-akademik berdasarkan uratan peringkar
vang ditctaplan olech Kepala Dinas, dan apabila lerdapal skor yang sama
pada peringkatmalsa selelksi dilakokan berdasarkan jarak lempal Cinggal
terdekat ke sekolah.

Pasal 25

Jilmn berdasarkcon haosil selels PPDB, Selolah memiliks jumlah calon peserta
didik wvang melehihi daya tampung, maka Schkolah waib melaporkan
kelebihan calon peserta didile tersebutl kepada dinas  sesuai dengan
leewenangannya.

MMnas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon
pescrta didile sehagaimana dimaksud pada aval (1) pada Sekolah lain dalam
wilayah zonasi yang sama.

Dalam hal dayva tampung Scholah lain pada wilavah zonasi vang sama

se:bagaimand dimalesud pada aval (2) lidak tersedia, peserta didik disalurkan
ke Sekolah Lain daliam wilayvah sonast lerdelaat,

v Pcovaluran pescria didik schagnimans dimaksud pada ayat [2) saanpag [3)

dilakukan sebelum penpumuman penelapan hasil proses seleksi PRPTIG.

Daulam pelaksanaan PPDO, Sekolah wang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah tdale boleh;

. Moenambah jumlah Kombongan Beluajar, jioan Hombongan Belajar vang
ada telah memenuhi ataw mnelebiln kelentuan Rombongan Belajar dalam
slandar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

b, Menambah roang kelas baru,

Paragraf 5
Penpumuman Penetapan
Pasrl 26

Penpumuriman penelapan peserla didik baru sebagaimana dimaksud dadam
Pasal 21 aval (1) hurual d dilakukan sesual dengan jaluce pendallacan dalam
[PFDE.

Penelapan peserta didik baru dilabookan berdasarkan hasil rapat dewan guru

vahg dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditelapkan melahn kepulusan hkepala
sekolah,

Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada avat [2] belum
definitif, maka penetapan peserta didik hary dilakukan oleh pejabatl vang
herwenang,
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Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 27

i1} Daftiar ulang scbaggimana dimalesud dalam Pasal 20 ayal {1] humb e
dilaltukan oleh calon peserta didik baru yvang telah diterima di sekolah,

(2) Daftar whmg schegoiman:s dimaksod  pada aval (1] unluk memastkan
statusnya sebagni poserta didik pada Scholih vang bersangloutan dengan
menunjulkkan dokumen sl vang dibutuhkan sesuai dengan persyarata,

BAE III
PENDATAAN ULANG
Pasal 28

(L Sckolah wajib melakokan pengisian, pengiriman, doan pemualakbiram dalag
pescrta didik dan Rombongan Belajar dalsm Dapodile secara berkala paling
sedikeit 1 (zatu) kali dabam 1 [satu) semoester,

{2 Pendataan ulang dilaltulan oleh sckolah untulk memastilcan status pescrta
ehidile larni pada Sckoldh yang bersangloulan,

3] Pendatian ulang sebagaimandg dimalosud pada avat (1) tidak  boleh
memungEel bidya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

{11 Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu dacrahb
kabupaten /kola, antar kabupalten,/kota dalam satu daersh provinsi, atau
antar provinsi dilalsanakan alas dasar persetujuan Kepuala Selolah asal duan
kepala Sekolah yvang ditugw.

(2] Dalam hal terdapar perpindahan peserta didik sebagaimana ditnaksud pada
ayat (1], maka Sekolah vang Dersanghutan wajib memperbabiarul Dapodik,

{3) Porpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat [2)
wajibh memenuhi ketentuan persyararan FPDT dan/atau sistem zonasi vang
diatur dalam Peraturan Walikola ini,

Fasal 30

(1) Peserta didik setara 503 di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia
se:telah memenuhi:
a. suraf pernyataan dari Kepala Sekolah asal:

b. surat rekomendasi izin belajar dart Dirckiur Jenderal yang membidangt
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidilkan menengah
sesnai dengan kewenangan; dan

¢, lulus tes kelayalean dan penempatan vang diselenggarakan sekolah vang
diluju.

2] Peserta didik setarsn SMD di Negara lain dapat diterima di SMP di Thdonesia
selelah:
a. Menyerahkan fotokepl fjazah atau deolumen lain yang membuklikan
bahwa peserta didik vang bersangkutan lelah menyelesaikan pendidikan
jenjang sebelumnya
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tr. Surat pernvataan darl Kepala Sekalah asal;

o, Bural rekomendasi izin belajar dari Direktar Jenderal yang monbidangi
pendidikan anak usia dind, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
untuk calon peserta didik baru SME; dan

d. Lulus tes kelavalkan dan penempalan vang diselengparakan selsolah vung
dilujee.

Pasal 31
(1] Peserla didik julur pendidikan non formal dan informal dapar diterima di SD

lidak pada awal kelas 1 (satu] setelah lulus tes kelayakan dan penempatan
yvang disclenggaralan oleh ST yang bersangkutan.

12]  Peserta didik jalur pendidikan non formal dan infonmal dapat diterima di
SMF lidak pada awal kelas 7 (fujuh) setelah memenuhi persvaratan:

a. Memiliki gazah kesetaraan progeam Paket 4; dan
b Lulus tes kelayalan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SmMp
yang bersanglooatan.

(3] Dalam hal terdapat perpindahan  peserta didik dari jalur pendidikan
nonformal dan informal kesekolah sebagaimuana dimaksud pada ayat (1),
dan ayal [2), maka sekolah vang bersangkutan wajib memperbaharui
Dhapodik

EAE V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Paznl 32

{1 Sckolah melaporkan pelalsanaan PPDBE dan perpindaban peserta didik
antar sckolah setiap lahun pelajaran kepada Walikota mekslui Dinas sesuai
dengan kewenarnganyai.

(2 DMnas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masvarakat
terkait pelaksanaan PPDES.

(3] Magyarakat dapal melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB
melalui laman

Pagal 33

(1} Dinas melalukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
PIDB.

(23 Drnas sesual dengan kewenangannya melaporkan pelaksinaan PPTIR
kepadu Kementerian paling lambat 3 {tiga) bulan setelah pelaksanasn
FFPTI0.

Pazal 34

Walikota melalui Dinas melakukan pembingsn dan pengawasan kepads Seloolah
yang diselengparakan oleh Pemerintah Dacrah dan masvardkal di wilavahnya,
Pasal 35

Untuk kelancaran pelaksanasn PPDB bagi TR, 8D, dan SMP, Kepala Dinas
menelapkan perunjuk leknis pelaksanaan PPDE,
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EAB V1
SANKSI
Pasal 36
Pemalsuan Lerhadagp:
A, kartu keluarga sebagaimana dimalesud dalarn Pasal 14,

. bukli sebagai peserta didik yang berasal dan keluarga ckonom ldak mampu
sehagnimana dimaksud dalam Masal 17 dan Pasal 18 dan

¢, bukti atas prestasi sehagnimanag dimeslesud dalam Pasal 20, dikenal sanksi
sesllal kelenilan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikola ind dikenad sanksi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sekolah vang diselenggarakan oleh Pemenntab Duaerah Gdak dapal menetapkan
persvaratan PPDB yang bertentanpgan dengan keleniuan PPDE dalam Peraturan
Walilcota ni.

BAB VII
KETENTUAN PENUTTP

Pasal 39

Pada saat Peramiran Walikota ini nulai berlalm, Peraturan Walikota
MetrobNomor 20 Tahun 2020 tentang Pencrimaan Peserta Didik Baru pada TR,
S dan 3MP dicabur dan dinyatakan tidak berlaka.

Pasal 40
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pads tangeal diondanglem.

Apar sctiap orung mengctahoinya, memernntahloan pengundangan Poraturan
Walikola ind dengan penempalan dalam Beriia Daerah Kota Melro.,

y;;.I Ditctapkan di Melro
s el pada tanggal  |F Mé 2021
A

it el WALIKOTA METRO,

o agian - HUKUM | Ay . o
padi tanpeal ﬁ M 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYD UTOMO
BERITA DﬁERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR...



